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1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selanaisdaipgbaporan.
Laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer
dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi uatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundanghdangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan
mempunyai kewajiban untuk melaporkan upapaya yang tela dilakukan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebigkimercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalan
periode pelaporan sehingga memudahKangsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
perimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya
dan ketaatannya pada peraturan perundaadgngan.

Tujuan umumaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para penggun
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasker suwlapa. Selain itu, laporan
keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan
informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang
berkelanjutan, sumber dayang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian
yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan aaggaran;
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas

anggaran yang ditetapkan.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan ipéognasi
berguna untuk pengambildteputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporaueizer



daya yang dipercayakan kepadadgagarn

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
dan perubahannya;
menyediakaninformasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;

5. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

6. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam

mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan, laporan dangan menyediakan informasi mengenai pendapatan dan
belanjayang dikelola olefsekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Teababai suatu
entitasakuntanspelaporan yang terdiri dari :

(@) Laporan Realisasi Pendapatan.
(b) Laporan Realisasi Ajgaran.
(c) Neraca.

(d) CatatanAtas Laporan Keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
diselenggarakan berdasarkan peraturan peruadat@ngan yang mengaturdeagan pemerintah, antara

lain :

1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halamai®38

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yangdaar&kbas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo#286);

4. Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.  Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan nigguig Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nam 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir désiggg@ngundang Nomo® Tahun 205 tentang
PerubahanKedua Atas UndangJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(LembararNegara Republik Indonesia Tahunl8MNomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomob679);
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Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nofr8. Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2009 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomgr. 5049

Peraturan Pemerintan Nomorl Tahun 2Q0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia TahurnlPWNomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5165;

Peraturan Pemerintah Nontt8 Tahun 2Q7 tentangHak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peratura Presiden Republlik Indose Nomor 54 tahun 200 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasatBranPresiden Nomor 54 Tahun 2012nteng
Pengdaan Barang/Jasa Pemerinfaémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NOMOR 155);
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terfPatpman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri2ildrabun 201
tentangPerubahan Kedua AtaBeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor. 55 Tahun 2008 tentang Tedsa Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran DaetaProvinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah NonfoiT&hun 2Q6 tentang Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah,;

Peraturan Daah Provinsi Jawa Tengah Non® Tahun 2@6 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran ¥ (Berita DaeralProvinsi Jawa Tengah Tahun 2046mor 10);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nodib8 Tahun 206 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa
Tengah &hun Anggaran ¥ (Berita Daerlh Provinsi Jaw Tengah Tahun 20846mor118);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomi@2 Tahun 2Q@6 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Ardggaran 20
(Berita DaeralProvinsi Jawa Tengah tahun 20i@imor122);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah NoA®biTahun 2A6 TentangStandadisasi Biaya Kegiatan dan
Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Stardiseisi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Provinsiawa Tengah Tahun 20

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nod®0® Tahun 201@entang Kebijakan AkuntanSiemerintah

Daerah Provinsi Jawa Tengah



1.3. Sistematika Penulisan CatatanAtas Laporan Keuangan
Sesuai dengan Surat Edai@ubernur Jawa Teng&lomor 903001 7608tanggal8 Nopembef017

perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBL

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Z0dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi PemerifBaHzasis Akruapada Pemerintah Daerah,

maka sistmatika Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 271 adalahsebagai berikut

I.  Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran

ll.  Neraca Komparatif

lll.  Laporan Realisasi Anggaran
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EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka mencapatarget pembangunan tahun 2088bagaimana tertuang dalam
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 20230 1 8 , yang di tujukan unt uk
dan Kualitas Pel ayanan Dasar menuj u Kemandir
kebijakan ekonomidaerah Tahun 201diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis
potensi unggulan daerah, dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi
kerakyatan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekangnpogitif. Upaya yang
dilakukan antara lain melalui

1. Pengembangan Infrastruktur

2. Menjaga stabilitas harga padatuk mendorong aksesibilitas wilayah;

3. Mendorong realisasi investasi pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja;

4. Pengembangan sektonggulan daerah sebagai penyumbang terbesar pada pertumbuhan PDRB;

5. Meningkatkan kualitas serta kuantitas produk UMKM yang berdaya saing tinggi dan berbasis
ekspor;
kelompok kebutuhan masyarakat.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daeraecara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja
serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung
jawab serta taat pada peraturan perundadgngan. Dalam rangka mnegkatkan kinerja pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan uwmm dal

pengelolaanpendapatan daerah tahun 2@#fiputi :

a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan i&@m PAD yang sah;

b. Peningkatan penerimaan pajalaerah, optimalisasi retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan l&m PAD yang sah;

c. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan;

d. Meningkatkan kontbusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan
pengelolaan BUMD;

e. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan
pembaharuan data;

f.  Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serberdaya manusia yang ada guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

g. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH
Pajak/Bukan Pajak;

h. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.



Kebijakan tersebut ditggunh melalui penajaman potensi riil sumbember pendapatan dan
peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan
pendayagunaan asgtet daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; ketaimgelayanan
perpajakan, retribusi daerah, dan pendapataddain

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan pperntbhangunan
daerah tahun 2018erta berkontribusi terdap capaiarRPJMN tahun 2017maka kebijakan Belanja
Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang diarahkan untuk :
a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan
dasar meyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK;
b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritetbpeguan Jawa Tengah Tahun 2017
meliputi:
A Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran;
A Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi
pada ekonomi kerakyatan;
A Meningkatkan kualitas sumbelaya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;

N >\

A Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko
bencana;
A Mewujudkan pemerintahan yaniersih (Clean Government), tata kelola pemerintahan yang
baik (Good Governance);
A Memantapkan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah
e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap
mempriotitaska pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.
Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan pgnsigip penganggaran dengan
pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembasgusanpermasalahan
serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel,

transparan, dan berkeadilan.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambarainpedgaruh kebijakan
pembiayaan daerah pada tafi@imun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai
bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungar
kapasitas pendanaan geangunan daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahur
anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya otelggmua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus.

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :



a. Penggunaan Sisa LebiRerhitunganAnggaran (SiLPA) Tahun 20Xg&bagai sumber penerimaan

pada APBD tahun Anggaran 2Q4idasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsih&ehat{prudentil);
c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
d. Membentuk dana cadangan

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja

yang didukung dengan kebijakan keuangajaree yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah
maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provins
Jawa Tengah
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IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Pada tahun 2A¥ Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelayanan dalam
mendukung kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakSgnakan
programkegiatan dengan realisasi anggaran dan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri ddriKegiatan dengan penyerapanggaran
sebesar R[81.843.684.674 dari anggaran sebesar RB{.264.458.000 atau sebesa85,4%0 dan
realisasi fisik sebesd00,00%.

2. Program Peningkatan Sarana darasaraa Aparatur terdiri dar© Kegiatan dengan penyerapan
anggararsebesar Rf6.526.740.299 dari anggaran sebesar Rp.630.599000; atau sebes&3,74%
dan realisasi fisik sebash00,00%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri darkdgatan dengan penyerapan dana sebesar Rp
893.500.000 darianggaran sebes&p 953.841000; atau sebesad3,6®%6 dan realisasi fisik sebesar
100,00%0.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan dengan penyerapan dana
selesar R[2.935.838.750,dari anggaran sebesar R{312.740.000 atau sebesd8,0®6 dan realisasi
fisik sebesa100,00%.

5. Program Pengkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Datmatiri dari 9 kegiatan dengan
penyerapan dana sebesar $8822.436912; dari anggaran sebesar Bp.470.371.000 atau sebesar
70,23% dan realisasi fisik sebas3b,15%.

Dari realisasi anggaran dan capaian target kinerja di atas merupakan anggaran dan capaian kinerja
setelah perubahan dan secara keseluruhan bédagjsung yang terserap sebesar Rl.522.200.634

dari anggaran sebesar B44.632.009.000 atau sebesai7,1%6 dan realisasi fisik sebe<@/,1®%6.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan keala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan disebabkan
karena :

a. Tidak semua anggota dewan mengikuti kegiatan karena waktunya bersamaan dengan kegiatan lain.
b. Belum adanya standar waktu penyelesaian Raperda dan banyaknya Raperda ydndataas
Propemperda.
Kegiatan ada yang tidak dilaksanakan karena disesuaikan kebutuhan Dewan
Belum efektifnygpemanfaatan waktu pengkajian dan pahasarRaperda.

e. Adanya perubahan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Penjelasan dana yang tidédrserap pada maskmasing kegiatan sebagaimana matrik realisasi
pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat DPRINBrdateng Tahun 201s&bagai berikut



Satuan Kerja Perangkat Daerah

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2017

: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Fungsi : Pemerintahan Umum
Sub Fungsi . Sekretariat DPRD
Provinsi : Jawa Tengah
. Program/ Jumlah Anggaran Realisasi Realisasi Keterangan idak
o /
Kegiatan Rp) Rp) Fisik Keu Terserapnya Ang
(%) (%)
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 166.101.827.000 132.801.666.146 97,53 79,95
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.469.818.000 21.279.465.512 | 100,00 99,11
Non Kegiatan 21.469.818.000 21.279.465.512 | 100,00 99,11
BELANJA LANGSUNG 144.632.009.000 111.522.200.634 97,11 77,11
Program Pelayanan
37.264.458.000 31.843.684.673 100,00 85,45
Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyyediaan Jasa Surat .
1 25.000.000 21.234.190 100,00 84,94 | Menyesuaikan Kebutuhan
Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa
2 Komunikasi, Sumber Daya Air 2.420.628.000 1.754.379.453 | 100,00 72,48 | Sesuaikebutuhan
dan Listtrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
3 400.000.000 396.560.500 100,00 99,14
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan
4 o 820.500.000 820.374.722 100,00 99,98
Barang Milik daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa
5 Kebersihan Kantor/ Rumah 1.556.954.000 1.412.942.216 100,00 90,75
Tangga
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis .
6 960.000.000 839.712.150 100,00 87,47 | Sesuai kebutuhan
Kanntor
Penyediaan Barang Cetakan dan .
7 1.029.772.000 920.018.040 100,00 89,34 | Sesuai kebutuhan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
8 Listrik/ Penerangan Bangunan 127.108.000 122.211.800 100,00 96,15
Gedung
Penyediaan Peralatan Rumah .
9 376.117.000 330.074.400 100,00 87,76 | Sesuai kebutahan
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan
10 377.690.000 366.233.000 100,00 96,97
Peraturan Perunndang-undangan
Penyediaaan Makanan dan Sesuai kebutuhan dan keegiatan
11 ) 1.851.546.000 1.709.316.500 100,00 92,32
Minuman Dewan
Kegiatan Rapat-rapat dan . .
) . . Menyesuaian dengan kegiatan
12 Koordinasi dan Konsulstasi ke 23.918.759.000 20.166.697.952 100,00 84,31 b
ewan
Dalam dan Luar Daerah
Kegiatan Penyediaaan Jasa .
13 2.879.042.000 2.765.745.250 100,00 96,06 | Sesuai kebutuhan
Pelayanan Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Sarana Sesuai Kebeutuhan, tidak
14 521.342.000 218.184.500 100,00 41,85
Kesehatan semua Anggota Dewan Cek Up
Program Peningkatan Sarana
17.630.599.000 16.526.740.299 100,00 93,74
dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala f ;
15 , 3.451.334.000 3.159.703305 | 100,00 | 91,55 | Sesuai kebutuhan dan hasil
Rumah Dinas negosiasi
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sesuai Kebutuhan dan hasil
16 4.137.168.000 3.809.402.800 100,00 92,08 o
Gedung Kantor negosiasi
Pemeliharaan Rutin/ Berkala .
17 . ) 4.043.468.000 3.841.080.244 100,00 94,99 | Adanya mutasi antar SKPD
Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Brkala .
18 845.000.000 751.098.950 100,00 88,89 | Sesuai kebutuhan
Perlengkapan Gedung Kantor




19

Pemeliharaan Rutin/ Meubelair

35.980.000

22.110.000

100,00

61,45

Sesuai kebutuhan

20

Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Kantor dan Rumah
Tagga

1.185.528.000

1.104.234.500

100,00

93,14

Sesuai kebutuhan

21

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
BerkalaArsip

97.308.000

97.302.000

100,00

99,99

22

Keegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Baran Bercorak Kesenian

daan Kebudayaan

19.992.000

19.992.000

100,00

100,00

23

Kegiatan Peningakatan Sarana
dan Prasarana Kantor

3.814.821.000

3.721.816.500

100,00

97,56

Progran Peningkatan Disiplin
Aparatur

953.841.000

893.500.000

100,00

93,67

24

Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya

953.841.000

893.500.000

100,00

93,67

Adanya Anggota yang berhenti
dan penggantinya belum dilantik

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

4.312.740.000

2.935.838.750

100,00

68,07

25

Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal

4.312.740.000

2.935.838.750

100,00

68,07

Tidak semua Anggota Dewan
mengikuti

Program Peningkatan
Kapasitan Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah

84.470.371.000

59.322.436.912

92,15

70,23

26

Kegiatan Penyusunan
Pembahasan Raperda dan
Raperda Inisiatif Serta Peraturan
DPRD Prov. Jareng

20.373.610.000

10.350.186.969

82,00

50,80

Menyesuaikan kegiatan Dewan,
adanya Rapreda yang ditunda

27

Kegiatan Penyiapan, Pengkajian
dan Penelahaan Peraturan
Perundang-undangan

3.175.621.000

1.306.921.704

90,00

41,15

Menyesuaikan kegiatan Dewan,
adanya Raperda yang ditunda

28

Kegiatan Kunjungan Kerja DPRD
Prov. Jateng

31.436.520.000

21.617.227.409

100,00

68,76

Menyesuaikan kegiatan Dewan

29

Kegiatan Reses

16.396.000.000

15.263.871.945

100,00

93,10

Adanya Anggota yang tidak
mengikuti Reses

30

Kegiatan Dialog Interaktif
Pimpinan Dewan, Anggota
Dewan, Komisi, Fraksi DPRD
Prov. Jateng melalui Media

Massa

2.710.979.000

2..123.173.000

100,00

78,32

Menyesuaikan kegiatan Dewan

31

Kegiatan Penerbitan Majalah
Mimbar

553.010.000

542.650.000

100,00

98,13

32

Kegiatan Seminar DPDRD
Provinsi Jawa Tengah

591.737.000

398.023.740

100,00

67,26

Menyesuaikan kegiatan Dewan

33

Kegiatan Liputan Pimpinan,
Komisi dan Kedewanan

8.391.042.000

7.410.472.145

100,00

88,31

Menyesuaikan kegiatan Dewan

34

Kegiatan Sosialisasi dan Uji
Publik

841.852.000

309.910.000

87,00

36,81

Adanya Raperda yang ditunda
pembahasannya, sehingga
sosialisasi dan uji piblik ditunda
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BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perung@ngan  wajib  menyampaikan laporan
pertanggungjawaban. Entitas pelaporan dari laporan d@uamaerah ini adalah Entitas Akuntansi.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitaspelaporan. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
mempunyai entitas akuntansi

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemexilaiah basis akrual. Dalam
basis akrual ini pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun ka:s
belum diterima di rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaabersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah. Namun demikian basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen

anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusuna_aporan Keuangan meliputi :

431 Kas
Kas dan setara kas merupakan kelommkun yang digunakan untuk mencatat kas dan
setara kas yang dikelola oleh Bendal@shretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal ysaigkdin dalam nilai rupiah.

4.3.2 Belanja Dibayar Dimuka / Piutang
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak
Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perungandangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah,
yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.
Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam :
- Surat ketetapan
- Surat Penagihan
- Nilai yang belim dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

4.3.3 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan apsional pemerintah dan baraograngyangdimaksudkan

untuk dijual dan/atadiserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
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Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

- HPP apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

- Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan cara lainnya.

- Hargapembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir

kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir
4.3.4  Asset Tetap

Asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakaatau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Asset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu

asset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, mainasitet tetap didasarkan

pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.3.4.1 Tanah
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4.3.4.2 Peralatan dan Mesin
Mencakup alat berat, alat ngkutan, alat kadeor rumah tangga, alat studio dan
alat komunikasi serta alat kedokteran yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.4.3 Gedung dan Bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dipedalean maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.4.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Mencakupjalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta
dimiliki dan atau dikuasai pemerintah dan dalam konsisi siap dipakai

4.3.4.5 Aset Tetap Lainnya
Menc&up aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap diatas, yang diperolettan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4.3.4.6 Konstruksi dalam pengejaan
Konstruksi dalam pengerjaan adalah asstt tetap yang sedang dalam proses
pembangunan hasil dari kontrak konstruksi yaitu perakitan yaradxuttn
secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang
berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalamdzaingen,
teknologi, dan fungsatau tujuan atau penggunaan utama.

4.3.5 Ekuitas
Ekuitas adalahkekayaan bersih pemerait yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah, Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos

12



ekuitas.Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas.
Ekuitas disajikan dalam neraca, laporanybahan ekuitas dan CalLK.

4.4, Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa
Tengah mengacu pada Peraturan PemagriNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
dan Peraturan Gubernur Jawa Tengamor 120 tahun 206 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Tengah.
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BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pod?0s Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pog?0s Pendapatan

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapataniyengetktiea TA.

2017dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorka
ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dgleanerimaan pendapatan Tahun Anggaran

2017.

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggar@017sebesaRp.1.447.025.000 atau96,4®6 dari targetRp.1.500.000.000

dan untuk Tahun Anggaran 204ébesaRp. 1.324.050.000 dengan rincian sebagai berikut

2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Pendapatan Asli daerah 1.500.000.000 1.447.025.000 96,47 1.324.050.000
Pendapatan Transfer
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
Jumlah 1.500.000.000 1.447.025.000 96,47 1.324.050.000

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 204@besarRp1.447.025.000 atau96,4®6 dari targeRp.1.500.000.000 dan
untuk Tahun Anggaran 201€ebesaRp.1.324.050.000 dengan rincian sebagai berikut :

2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah 1.500.000.000 1.447.025.000 96,47 1.324.050.000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah 1.500.000.000 1.447.025.000 96,47 1.324.050.000

5.1.1.1.1.1. Pendapatan PajakDaerah (Khusus DPPAD)
Realisasi Tahun Anggaran 2048@besarRp.0; atau0,00 % dari targefRp.0; dan untuk Tahun Anggaran
2016sebesaRp.0; dengan rincian sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan

Jumlah

14



5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 204€besaRpl1.447.025.000 atau96,4®6 dari targeRp.1.500.000.000 dan
untuk Tahun Anggaran 20E&besaRp.1.324.050.000 dengan rincian sebagai berikut :

2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha 1.500.000.000 1.447.025.000 96,47 1.324.050.000
Retribusi Perizinan Tertentu
Jumlah 1.500.000.000 1.447.025.000 96,47 1.324.050.000

5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Realisasi Tahun Anggaran 20%&besarRp. 0,- atau0,00 % dari targefRp.0; dan untuk Tahun Anggaran
2016sebesaRp. 0; dengan rincian sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi

Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Jumlah

5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Tahun Anggaran 204&besarRp.1.447.025.000 atau96,4®6 dari targeRp.1.500.000.000 dan
untuk Tahun Anggaran 20HKe¢besaRp.1.324.050.000 dengan rincian sebagai berikut :

2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 492.000.000 492.000.000 100,00 489.000.000
Retribusi Tempat Pelelangan
\Fjiﬁg'bus' Tempat Penginapan/Pesanggrahary 1.008.000.000 955.025.000 94,74 835.050.000
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Jumlah 1.500.000.000 1.447.025.000 96,47 1.324.050.000

5.1.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu
Realisasi Tahun Anggaran 20%ébesaRp.0; atau0,006 dari targetRp.0; dan untuk Tahun Anggaran
2016sebesaRp. 0; dengan rincian sebagai berikut

2017

% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi

Retribusi ljin Trayek

Retribusi ljin Usaha Perikanan

Retribusi 1zin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA)

Jumlah

5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Realisasi Tahun Anggaran 20%&besaRp. 0,- atau0,00% dari targeRp.0; dan untuk Tahun Anggaran
2016sebesaRp. O0; dengan rincian sebagai berikut :
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2017

% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan

Tuntutan Ganti Rugi - - - -
Pendapatan Denda keterlambatan - - - -
Pendapatan Denda Pajak - - - -
Pendapatan Denda Retribusi - - - -
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda - - - -
Pendapatan dari Pengembalian - - - -
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas

Umum

Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan

Penerimaan dari BLUD - - - -

Penerimaan Lain-Lain - - - -

Jumlah - - L -

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 20l1Bebesar Rp.128.161.059.646 atau 79,446 dari anggaran
Rp.161.340.416.000 dan untuk Tahun Anggaran 20Xg&besarRp. 110.183.247.891 dengan rincian
sebagai berikut :

2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai 24.672.393.000 24.374.391.762 98,79 23.454.836.128
Belanja Barang & Jasa 136.668.023.000 103.786.667.884 75,94 86.728.411.763
Jumlah 161.340.416.000 128.161.059.646 79,44 110.183.247.891

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 201&ebesar Rp24.374.391.762 atau 98,7% dari anggaran
Rp24.672.393.000 dan untuk Tahun Anggaran 20%6besaRp. 23.454.836.128 dengan rincian sebagai
berikut :

2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai Tidak Langsung 21.469.818.000 21.279.465.512 99,11 22.093.086.128
Belanja Pegawai langsung 3.202.575.000 3.094.926.250 96,64 1.361.750.000
Jumlah 24.672.393.000 24.374.391.762 98,79 23.454.836.128

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 20l1Bebesar Rp.l03.786.667.884 atau 75,946 dari anggaran
Rp.136.668.023.000dan untuk Tahun Anggaran 20%6besaRp. 86.728.411.763 dengan rincian sebagai
berikut :

2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis 1.767.185.000 1.445.429.540 81,79 1.382.812.900
Belanja Bahan/Material 284.734.000 234.941.540 82,51 164.947.100
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Belanja Jasa Kantor

Belanja Premi Asuransi

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir
Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Alat Berat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Kerja
Belanja Pakaian Khusus dan
Tertentu

Hari-Hari

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS

Belanja Pemeliharaan
Belanja Jasa Konsultasi

Belanja Barang & Jasa BLUD

Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan
Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

Uang untuk dihibahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat

Belanja Hadiah Barang
DST ditambahkan apabila ada jenis belanja
baru

Jumlah

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran PDsebesarRp4.640.606.500 atau97,46% dari anggaraip4.761.411.000

2017

%

Realisasi 2016

Anggaran Realisasi
12.993.888.000 11.373.629.150 87,53 12.524.222.548
831.142.000 829.968.772 99,86 819.568.163
4.043.468.000 3.841.080.244 94,99 3.129.604.407
2.491.762.000 2.349.269.744 94,28 2.270.602.700
1.254.600.000 1.233.600.000 98,33 1.2333.400.000
1.249.879.000 960.679.000 76,86 798.660.000
3.757.427.000 3.618.733.500 96,31 3.450.312.2500
8.172.576.000 7.803.041.500 95,48 7.621.640.500
808.250.000 757.770.000 93,75 823.320.000
51.241.000 43.230.000 84,37 52.800.000
262.350.000 260.500.000 99,29 -
88.109.143.000 59.470.990.160 67,50 46.602.649.145
1.841.500.000 1.553.500.000 84,36 1.076.950.000
8.240.187.000 7.533.591.284 91,43 4.772.926.800
498.691.000 476.713.500 95,59 -
10.000.000 - - 3.995.000
136.668.023.000 103.786.667.884 75,94 86.728.411.763

dan untuk Tahun Anggaran 204ébesaRp.15.419.423.250 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya

Jumlah

5.1.2.1.3.1.Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 204&besaRp. 0; atau0,00% dari anggaraRp. O; dan untuk Tahunggaran

2016sebesar Rp. 9,

2017

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi 2016

3.787.821.000
946.590.000

27.000.000

3.721.816.500
918.790.000

98,26
97,06

13.331.926.250
2.054.646.000

32.861.000

4.761.411.000

4.640.606.500

97,46

15.419.423.250

5.1.2.1.3.2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Thun Anggaran 201%ebesaRp.3.721.816.500 atau98,26% dari anggaramp.3.787.821.000

dan untuk Tahun Anggaran 204ébesaRp.13.331.926.250 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Alat-alat Berat

2017

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi 2016




Belanja Alat-alat Angkut
Belanja Alat-alat Bengkel

Belanja Alat-alat Pertanian

12.187.519.250

Belanja Alat-alat Kantor 352.540.000 326.532.500 92,62 66.250.000
Belanja Alat-alat Rumah tangga 2.015.321.000 1.981.123.000 98,30 380.950.000
Belanja Alat-alat Komputer 872.135.000 869.175.000 99.66 437.694.000
Belanja Alat-alat Studio 360.325.000 357.486.000 99,21 141.300.000
Belanja Alat-alat Komunikasi 187.500.000 187.500.000 100,00 118..213.000

Jumlah 3.787.821.000 3.721.816.500 98,26 13.331.926.250

5.1.2.1.3.3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 20%&besaRp918.790.00Q atau97,08% dari anggaraiRp.946.590.00Q dan
untuk Tahun Anggaran 20He@besaRp.2.054.636.000 dengan rincian sebagai berikut :

2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Gedung 946.590.000 918.790.000 97,06 426.486.000
Belanja Monumen - - - 1.628.150.000
Jumlah 946.590.000 918.790.000 97,06 2.054.636.000

5.1.2.1.3.4.Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi TahuAnggaran 2018ebesaRp. O; atau0,006 dari anggaraRp.0; dan untuk Tahun Anggaran

2016sebesaRp. 0; dengan rincian sebagai berikut :

2017

% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi

Belanja Jalan dan Jembatan - - - -
Belanja Bangunan Air (Irigasi) - - - .

Belanja Instalansi dan Jaringan - - - -

Jumlah - - - -

5.1.2.1.3.5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Tahun Anggaran 20%&besaRp0,- atau0,00% dari anggaraiRp27.000.00Q dan untuk Tahun
Anggaran 20168ebesaRp. 32.861.000Q dengan rincian sebagai berikut :

2017
% 2016
Anggaran Realisasi

Belanja Buku Perpustakaan 25.000.000 - - 12.458.000
Belanja Pengadaan Terbitan 2.000.000 - -
Belanja Barang Bercorak Kesenian, } ) B 20.403.000
Kebudayaan
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman - - - -

Jumlah 27.000.000 - - 32.861.000

5.1.3. SISALEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SIiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2(1sebesar R33.300.160.854 sedangkan Tahun 26 sebesar
Rp.11.040.679.859

18



5.2. PENJELASAN POSPOS NERACA
5.2.1. Aset

Total Aset per 3IDesember2017 sebesaRp. 46.091.779.294,48turun sebesarp.2.915.311.849,5&tau
5.95% dibandngkan saldo per 31 Desember 28&6esaRp49.007.091.144,06

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancamer 31 Desembe2017 sebesarRp345.617.933,turun sebesaRp52.980.144,1ataul3, 3%
dibandngkan saldo per 31 Desember 2@8&besaRp.398.598.077,17

5.2.1.1.1. Kas

Kasper 31 Desembe&t017sebesaRp. 0; naik/turun sebesd&p. 0; atau0,00% dibandngkan saldo per 31
Desember 2016ebesaRp. 0; dengan rincian sebapberikut :

2017 2016

Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas BLUD

Jumlah

5.2.1.1.1.1.Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merug@@mang persediaan pada bendahara
pengeluaran yang sampdeéngan tanggal 31 Desemt2&17 belumdisetor ke rekening kas daerah dan
merupakan bagian dari SiLPA TahR@17.

NO URAIAN 2017 2016

1
2

Jumlah

Saldo Kas tersebut tahun 20t8ah disetor ke rekening kas daerdéngan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - B
2

Jumlah

b. Kas di Bendahara Pengeluaranlasa Giro yang Belum Disetoi(Non Silpa)
Kas di BendaharRenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 D28&mber
belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO URAIAN 2017 2016
1 - - -
2
Jumlah -
Saldo Kas tersebut tahun 20E8ah disetor ke rekening kas daedamgan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2
Jumlah

c. Kasdi Bendahara PengeluararKewajiban Pihak Lain
Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpajupakarsaldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD
per 31 DesembeR017 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga.
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Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukan dalam LRA Tahun
Anggaran2017.

NO URAIAN 2017 2016

Jumlah

Saldo Kas tersebtihun 2018elah disetor ke rekening kas daedamgan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2

Jumlah

5.2.1.1.1.2.Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara PenerimaarSKPD
Kas di Bendhara Penerimaan merupakseldo kas pada Bendahara Penerin®éRD (baik yang ada
di rekening bank maupun brankasing berasal dapendaptan retribusi, laidain PAD yang sah dan
jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daeBahD@Ese mbe2017.

NO URAIAN 2017 2016
1 - - -
2

Jumlah -
SaldoKastersebut tahun 201lah disetor ke rekening kas daedamgan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2

Jumlah

b. Kas di Bendahara Penerimaanlasa Giro yang Belum Disetoi(Non SiLPA)
Kas di BendaharRBenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 D28&mber

belum disetor ke Rekening Kas Daerah

NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2

Jumlah

SaldoKastersebut tahun 201lah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2

Jumlah

c. Kas di Bendahara PenerimaarBLUD
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Perdridiaastari uang
titipan pasien dan pendapatan yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Dexglvber

NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2

Jumlah

Saldo Kag/angbelum disetor dengan rincian :

NO URAIAN 2017 2016
1 Pendapatan yang belum disetor - -
2 Uang muka titipan pasien
3 Sisa jamkesmas/jamkesda

Jumlah

20



5.2.1.1.1.3.Kas BLUD
Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupyeng ada di rekening bankang merupakan selisih antara
penerimaan dan pengeluaran BLUD tidekmasuk dana yang berasal dari APEBIan bagian dari SiLPA
yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah
NO URAIAN Nilai Penyetoran

1
2

Jumlah

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

Deposito BLUD merupakan bagian dari SILPA. Rekening ini penempatan deposito berjangka waktu satu
sanpai tiga bulan. Deposito BLUPer 31 Desembe2017 sebesaRp. 0; naik/turun sebesdrp.0; atau

0,00% dibandingkan saldeer 31 Desember 20B&besaRp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

Tgl Pembukaan Bunga

Bank Nomor Bilyet Nilai

Deposito Deposito

JUMLAH

5.2.1.1.3. Piutang
PiutangPajakper 31 Desemb&017sebesaRp. 0; naik/turun sebes&p. 0; atau0,00% dibandngkan
saldo per 31 Desember 204@besaRp.0; dengan rincian sebagai berikut:

2017 2016
Piutang Pajak
Penyisihan Piutang Pajak
Piutang Pajak Netto
2017 2016
Piutang Retribusi
Penyisihan Piutang Retribusi
Piutang Retribusi Netto
2017 2016

Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Netto

5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

Piutang pajak adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi
sampai dengan 31 Desemt&y17 belum dibayar oleh wajib pajakRiutangPajakper 31 Desembe2017
sebesaRp. 0; naik/turun sebesdrp. O0; atau0,00% dibandnhgkan saldo per 31 Desember 2GHbesar

Rp. O; dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016

Pajak PKB
Pajak PBBKB
Pajak BBNKB
Pajak APT

Jumlah
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Penjelasan Mutasi Piutang Pajak

NO URAIAN Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 - - - - -
2

Jumlah - - -
* PIUTANG PAJAK DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PAJAK

5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKRIDvilangkinkan tidak degd
tertagih per 31 Desember 20Fenyisihan PiutangPajgler 31 Desembe2017 sebesaRp. 0; naik/turun
sebesaRp. 0; atau0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2GBbesaRp. O; dengan rincian sebagai
berikut

2017 2016

Piutang Cadangan Piutang Cadangan

- lancar

- menunggak 1-2 tahun
- menunggak 2-3 tahun
- menunggak 3-5 tahun

- menunggak lebih dari 5 th.

Jumlah

5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
tetapi sampai dengan 31 DesemBérl7 belum dibayar oleh wajib retribusRiutangRetribusi per 31
DesembeR017sebesaRp. 0; naik/turun sebes&p.0,- atau0,00% dibandngkan saldo per 31 Desember
2016sebesaRp. 0; dengan rincian sebagai berikut

2017 2016

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Piutang Askes)
Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang DUKS

Jumlah

Penjelasan Mutasi Piutang Retribusi

NO URAIAN Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 Piutang Askes - - - -
2 Piutang TPI
3 Piutang Pemakaian
Kayada
4 Piutang Jasa
Kepelabuhan
5 | e,
Jumlah

* PIUTANG RETRIBUSI DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RETRIBUS

5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKRIbdangkinkan tidak degs
tertagih per 31 Desember 201Fenyisihan Piutandretribusi per 31 DesembeR017 sebesarRp. O;
naik/turun sebesdRp. 0; atau0,00% dibandngkan saldo per 31 Desember 2GHbesaiRp. 0; dengan

rincian sebagai berikut
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2017 2016

Piutang Cadangan Piutang Cadangan

- lancar

- menunggak 1-2 tahun
- menunggak 2-3 tahun
- menunggak 3-5 tahun

- menunggak lebih dari 5 th.

Jumlah

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

Piutang lainnyameliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian lancar tuntutan ganti rugi.
Contoh piutang lainnya piutang pendapa&®asien dan Askes pada RSUD/RSg&manfaatan GOR Jatidiri,
piutang hasil penjualan aset kendaraan, piutang penjusgatetap peralatan yang tidak terpala piutang
tuntutan ganti rugiPiutangLainnyper 31 Desembe2017 sebesaRp. 0; naik/turun sebesaRp. O; atau

0,00% dibandhgkan saldo per 31 Desember 2@&besaRp. 0; dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016

Piutang Pasien pada RSUD/RSJD

Piutang Askes pada RSUD/RSJD

Piutang jasa Kepelabuhan

Piutang pemanfaatan GOR Jatidiri

Piutang Hasil Penjualan Aset

Piutang TGR

Piutang Bunga Deposito

Piutang Lain-Lain pada RSUD/RSJD
Jumlah

5.2.1.1.3.6.Penyishan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan #atlak dap
tertagih per 31 Desember 20Fenyisihan PiutangPajgler 31 Desembe2017 sebesaRp. 0; naik/turun
sebesaRp. 0; atau0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2@GBbesaRp. 0; dengan rincian sebagai
berikut

2017 2016

Piutang Cadangan Piutang Cadangan

- lancar

- menunggak 1-2 tahun
- menunggak 2-3 tahun
- menunggak 3-5 tahun

- menunggak lebih dari 5 th.

Jumlah

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada
Tahun2017 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tabiid sehingga pembayaran tersebut
sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi
Pegawai Non PNSeban Dibayar Dimukaer 31 Desembe2017 sebesarRp.319.628.653, turun sebesar
Rp65.302.554,ataul6,96% dibandngkan saldo per 31 Desember 2@8&besaRp. 384.931.207,1dengan

rincian sebagai berikut :
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2017 2016

Asuransi BMD 319.628.653,- 384.931.207,17

Asuransi Pegawai Non PNS

Sewa - -
Jumlah 319.628.653, - 384.931.207,17

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukun
kegiatan operasional SKPD, dan barblagang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persedigamle@h dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember

2017, dikalikan dengan harga pembelian terakPatsediaaper 31 Desembe&2017 sebesaRp25.989.280,

naik sebesar Rp.12.322.410, atau 90,16% dibandngkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp.13666.870; dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016

Persediaan Bahan Pakai Habis 25.989.280 13.666.870
Persediaan Bahan/Material - -
Persediaan Cetak
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja
Persediaan Makanan dan Minuman
Persediaan Hibah - -

Jumlah 25.989.280 13.666.870

Catatan :

Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun dan perhitungan persedigampir.

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjampr 31 DesembeP017 sebesaRp. 0; naik/turun sebesaRp.0; atau 0,00/
dibandngkansaldo per 31 Desember 204€besaRp. O; dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.2.1. InvestasiNon Permanen-Dana Bergulir

Investasi norpermanen merupakaaldodana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa
Tengahlnvestasi non permanddana Berguliper 31 Desembe2017sebesaRp.0; naik/turun sebesakp.

0,- atau0,00% dibandihgkan saldo per 31 Desember 2@8&besaRp. 0; dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian 2017 Penambahan Pengurangan 2016

1 Biro Perekonomian - - - -
-UMKM
-Pembangunan Gd. BPR-BKK

2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - - - -

Dana Bergulir Sapi Kereman

3 Dinas Koperasi dan UKM - - - R
Dana Bergulir UKM

4 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan - - - -
Kependudukan
Dana Bergulir Penempatan TK ke LN

5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - -
Dana Bergulir IKM

6 Dinas Kehutanan - - - R

Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat
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No Uraian 2017 Penambahan Pengurangan 2016

7 Badan Ketahanan Pangan
Dana Dergulir Kelompok Tani (Gerbang
Mapan)

Jumlah

5.2.1.2.2. Investasi NonPermaneni Diragukan Tertagih

Investasi NonPermanerDiragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih
yang dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dendmjakdean piutang tidak tertagih.
Investasi non permanafiragukan tertagilper 31 Desembet017sebesaRp. 0; naik/turun sebesa&p. O;

atau0,00% dibandngkan saldo per 31 Desember 2@&8esaRp.0; dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016

Investasi Non
Permanen

Investasi Non

Permanen Diragukan Tertagih

Diragukan Tertagih

- menunggak 1-2 tahun
- menunggak 2-3 tahun
- menunggak 3-5 tahun

- menunggak lebih dari 5 th.

Jumlah

5.2.1.3. AsetTetap

Aset Tetapper 31 Desembe?017 sebesaRp.108.491.378.331,turun sebesaRp.11.057.285.14,7 atau
9,25% dibandingkan saldogp 31 Desember 201€ebesaRp. 119.548.663.478, dengan rincian sebagai
berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal Rp.  119.548.663.478,
Penambahan

Belanja Modal Rp. 4.640.606.500,
Belanja Barang/Jasa Rp. 20.000.0080,
Hibah Rp. -

Mutasi Masuk Rp. 15.903.745.379,
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. 676.386.000,
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. 172.100.000,
Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. 21.412.837.876,
Berkurang

Ekstrakontable Rp. -

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. 676.386.000,
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -

Mutasi Keluar Rp. 31.793.737.017,
Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. 32.470.123.01%,
Grand Total Rp. 108.491.378.331,
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5.2.1.3.1. Tanah
Tanah per 31 DesembeR017 sebesarRp.12.678.250. nail sebesarRp.3.390.000.000 atau 36,506
dibandngkan saldo per 31 Desember 2@8EBesaRp.9.288.250.000, dengan rincian sebagai berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016
Tanah 12.678.250.000 3.390.000.000 9.288.250.000
Jumlah 12.678.250.000 3.390.000.000 9.288.250.000
Rincian mutasi tanah terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 9.288.250.0086,
Penambahan
Belanja Modal Rp. <
Belanja Barang/Jasa Rp. -
Hibah Rp.
Mutasi Masuk Rp.  3.390.000.000,
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. 3.390.000.0086,
Berkurang
Ekstrakontable Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar asittap Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -
Mutasi Keluar Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 12.678.250.000,

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesjmer 31 Desembe&2017sebesaRp.60.302.771.683 turunsebesaRpl16.488.404.84,7
atau21,4®6 dibandngkan saldo per 31 Desember 2@&besaRp.76.791.176.530 dengan rincian sebagai
berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016

Alat Berat 1.2122.845.100 198.378.000 - 1.014.467.100
Alat Angkut 17.626.400.686 11.330.330.500 31.793.737.017 38.089.807.203
Alat Bengkel dan Ukur
Alat Pertanian dan Peternakan
Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.839.2334.497 3.884.923.670 218.100.000 35.172.410.827
Alat Studio dan Komunikasi 2.328.796.400 544.986.000 458.286.000 2.242.096.400
Alat Kedokteran 295.495.000 23.100.000 - 272.395.000
Alat Laboratorium
Alat Keamanan

Jumlah 60.302.771.683 15.981.718.170 32.470.123.017 76.791.176.530
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Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

SaldoAwal Rp.  76.791.176.530,
Penambahan

Belanja Modal Rp. 3.721.816.500,
Belanja Barang/Jasa Rp. 20.000.000,
Hibah Rp. -

Mutasi Masuk Rp. 11.391.415.6760,
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. 676.386.000,
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. 172.100.000,
Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. 15.981.718.1760,
Berkurang

Ekstrakontable Rp. -

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. 676.386.000,
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. %

Mutasi Keluar Rp. 31.793.737.017,
Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. 32.470.123.017,
Grand Total Rp. 60.302.771.683,

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunper 31 Desembe2017 sebesaRp.32.997.524.665 naik sebesaRp2.041.119.700
atau6,5% dibandngkan saldo per 31 Desember 2GHbesdRp. 30.956.404.965 dengan rincian sebagai
berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016
Gedung 31.184.509.665 2.041.119.700 - 29.143.389.965
Monumen 1.813.015.000 - - 1.813.015.000
Jumlah 32.997.524.665 2.041.119.700 - 30.956.404.965

Rincian mutasi gedungan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal Rp.  30.956.404.965,
Penambahan

Belanja Modal Rp. 918.790.000,
Belanja Barang/Jasa Rp. -

Hibah Rp. -

Mutasi Masuk Rp. 1.122.329.700,
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi Masuk ke Asétinnya Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. 2.041.119.700,
Berkurang

Ekstrakontable Rp. -

Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -

Mutasi Keluar Rp. -

Koreksi Rp. -

Jumlah Rp. -

Grand Total Rp. 32.997.524.665,
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5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringper 31 Desembe&t017sebesaRp. 1.560.616.000,naik/turun sebesd&kp. 0; atau
0,000 dibandhgkan saldo per 31 Desember 20débesaRp. 1.560.616.000,dengan rincian sebagai
berikut

2017 Bertambah Berkurang 2016
Jalan dan Jembatan 387.415.000 - - 387.415.000
Bangunan Air/Irigasi 1.173.201.000 - - 1.173.201.000
Instalasi - -
Jaringan - - - -
Jumlah 1.560.616.000 - - 1.560.616.000

Rincianmutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal Rp. 1.560.616.000,
Penambahan

Belanja Modal Rp. -
Belanja Barang/Jasa Rp. -
Hibah Rp. -
Mutasi Masuk Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Berkurang

Ekstrakontable Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -
Mutasi Keluar Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 1.560.616.000,

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnyger 31 Desembe2017 sebesaRp. 772.215.983 naik/turunsebesaRp0,- atau0,00%
dibandngkan saldo per 31 Desember 2@8EbesaRp.772.215.983 dengan rincian sebagai berikut :

2017 Bertambah Berkurang 2016
Buku Perpustakaan 253.942.983 - - 253.942.983
Barang Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan 518.273.000 ) ) 518.273.000
Hewan, Ternak dan Tanaman - - - -
Jumlah 772.215.983 - - 772.215.983

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal Rp. 772.215.983,
Penambahan

Belanja Modal Rp. -
Belanja Barang/Jasa Rp. -
Hibah Rp. -
Mutasi Masuk Rp. -
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Reklasifikasi Masuk antar aset tetap

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Berkurang

Ekstrakontable Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp. -
Mutasi Keluar Rp. -
Koreksi Rp. -
Jumlah Rp. -
Grand Total Rp. 772.215.983,

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjager 31 DesembeR017 sebesaRp. 180.000.000, naik/turun sebesaRpO,-
atau0,00% dibandngkan saldo per 31 Desember 2GEbesaRp. 180.000.000- dengan rincian sebagai
berikut:

Uraian pembangunan 2017 Bertambah Berkurang 2016
Pembuatan DED Pembangunan 180.000.000 - - 180.000.000
Gedung DPRD Prov. Jateng.
Jumlah 180.000.000 - - 180.000.000
PenjelasanKonstruksi Dalam Pengerjaan
No Pembangunan yg Lokasi No Kontrak Nilai Kontrak Masa Realisasi Fisik (%)
menjadi KDP Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan DED
23-10-2015
1 | Pembangunan Kota 0271295412015 |~ 55 500.000,- | s/d. 180.000.000,- | 100,00
Gedung DPRD Semarang tgl 23-10-2015
21-12-2015
Prov. Jateng
180.000.000,-

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi  Penyusutanper 31 Desember 2017 sebesar Rp62.745.216.969,52 turun sebesar
Rp8.194.953.441 ,5ataull,53% dibandngkan saldo per 31 Desember 2GEdesaRp. 70.940.170.411,11

dengan rincian sebagai berikut :

Alat Besar
Alat Angkut
Alat Bengkel
Alat Pertanian

Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Komunikasi

Alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat Keamanan
Gedung
Monumen

Jalan dan Jembatan
Bangunan Air dan Irigasi

Instalasi

2017

2016

941.920.100,00
10.453.931.436,00

33.637.98.137,00
1.920.903.400,00
241.135.000,00

14.634.120.061,53
166.559.760,00
348.336.000,00
400.323.074,99

890.435.850,00
23.759.520.734,25

30.222.668.867,00
1.687.901.800,00
215.425.000,00

13.387.118.389,19
97.762.004,00
338.566.250,00
340.771.516,67
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2017 2016

Jaringan

Jumlah 62.745.216.969,52 70.940.170.411,11

5.2.1.5. Aset Lainnya
Aset Lainnyaper 31 DesembeR017 sebesarRp0,- turun sebesarRp.172.100.00,- atau 100,00 %
dibandngkan saldo per 31 Desember 2@&6esaRp.172.100.00Q- dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016
Aset Dikerjasamakan
2017 2016
Aset Tak Berwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto
2017 2016
Barang Rusak Berat - 172.100.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - 172.100.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto - 172.100.000
Jumlah Aset Lainnya - 172.100.000

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

Aset Dikerjasamakan per 31 DesembeR017 sebesarRp.0; naik/turun sebesaRp. 0; atau 0,00%
dibandngkan saldo per 31 Desember 2@&Besa&p. O; .

5.2.1.5.2. AsetTidak Berwujud

Aset Tak Berwujudper 31 DesembeR017 sebesarRp. O; naik/turun sebesaRp. 0; atau 0,006
dibandngkan saldo per 31 Desember 2@EBesaRp. 0;

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujuder 31 Desembe2017sebesaRp. 0; naik/turun sebes&p.0; atau0,00%
dibandngkan saldo per 31 Desember 2@&6esaRp. O;

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

Barang Rusak Beragier 31 Desembe2017 sebesaRp. 0,- turunsebesaRp.172.100.00Gtau 100,006
dibandngkan saldo per 31 Desember 2GHbesaRp. 172.100.000- merupakan barang rusak dan tidak
digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghdgugamn rincian sebagai berikut :

2017 2016
Alat Besar
Alat Angkut - 172.100.000
Alat Bengkel

Alat Pertanian

Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Komunikasi
Alat Kedokteran

Alat Laboratorium

Alat Keamanan

Gedung

Monumen

Jalan dan Jembatan

Bangunan Air dan Irigasi
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2017 2016

Instalasi

Jaringan

Buku Perpustakaan

Barang Bercorak Kebudyaan

Hewan dan Tumbuhan

Jumlah - 172.100.000

Catatan: Barang rusak berat (Alat Angkutadiyeklasifikasi ke Asset Tetap.

5.2.1.5.,5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Penyusutan Barang Rusak Bepat 31 Desembet017sebesaRp. 0,- turunsebesaRp. 172.100.000 atau
100,004 dibandingkan saldo per 31 Desember 20d€besamRp. 172.100.000,-denganrincian sebagai
berikut :

2017 2016

Alat Besar

Alat Angkut - 172.100.000,-
Alat Bengkel

Alat Pertanian

Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Komunikasi
Alat Kedokteran

Alat Laboratorium

Alat Keamanan

Gedung

Monumen

Jalan dan Jembatan

Bangunan Air dan Irigasi
Instalasi

Jaringan

Jumlah - 172.100.000,-

5.2.2. KEWAJIBAN
Total Kewajibanper 31 Desembeé?017sebesaRp. 0; naik/turun sebesdp. 0; atau0,00% dibandingkan
saldoper 31 Desembel046 sebesaRp. O;

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendgler 31 Desembe2017 sebesaRp. O; naik/turun sebesdRp. 0;. atau0,00%
dibandngkan saldo per 31 Desember 2@&6esaRp. O;

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga 31 Desembet017sebesaRp, 0; naik/turun sebes&p. 0; atau
0,00% dibandngkan saldo per 31 Desember 2@kbesaRp. O;

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PEK31 Desembe&017sebesaRp. 0; naik/turun
sebesaRp. 0,atau0,00% dibandhgkan saldo per 31 Desember 2@&6esaRp. O;
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5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimulger 31 Desembe2017 sebesaRp. 0; naik/turun sebesdRp. 0; atau0,00%
dibandingkan aldo per 31 Desember 20%6besaRp. 0; merupakarmpenerimaaryang sesungguhnya belum
menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih teim aeh
SKPD pada Tahun 2@1

5.1.1.1.4. Utang Belanja
Utang Belanjgper 31 Desembe2017 sebesaRp. 0; naik/turun sebesdRp. O; atau0,00% dibandngkan
saldo per 31 Desember 204ébesaRp. O; (dijelaskan secara rinci jenis belanja yang kurang bayar)

5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek baiyaper 31 Desembe&017sebesaRp. 0; naik/turun sebes&p. 0; atau0,00%
dibandngkan saldo per 31 Desember 2@&besaRp. O;.

5.2.3. EKUITAS
Total Ekuitagper 31 Desemb&017sebesaRp.46.091.779.294,4RirunsebesaRp.2.915.311.849,5&au
5,95% dibandingkan saldo pefl Desember 2016ebesaRp.49.007.091.144,06

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukatalam Laporan Operasionadalah pendapatan yartglah timbul hak
pemerintah untuk menagilkselama TA. 2017 PendapatahO per 31 Desember2017 sebesar
Rp.1.447.025.000 naik sebesaRp.122.975.000 atau9,2% dibandngkan saldo per 31 Desember 2016
sebesaRp.1.324.050.000 dengan rincian sebagai berikut :

2017 2016
Pendapatan Asli daerah 1.447.025.000 1.324.050.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - -
Jumlah 1.447.025.000 1.324.050.000

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli DaerdlD per 31 DesembeR017 sebesarRp. 1.447.025.000 naik sebesarRp.
122.975.000 atau 9,290 dibandngkan saldo per 31 Desember 2GEbesaRp. 1.324.050.000 dengan
rincian sebagai berikut :

2017 2016
Pendapatan Pajak Daerah - -
Pendapatan Retribusi Daerah 1.447.025.000 1.342.050.000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah - -
Jumlah 1.447.025.000 1.324.050.000

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)
Pendapatan Pajak Daera® per 31 Desembe2017 sebesaRp. O; naik/turun sebesdRp. O0; atau0,00%
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. O,- .
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5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daera® per 31 DesembeP017 sebesaRp. 1.447.025.000 naik sebesaRp.

122.975.000,atau9,2%%6 dibandngkan saldo per 31 Desember 2GEbesaRp. 1.324.050.000 dengan
rincian sebagai berikut :

2017 2016

Retribusi Jasa Umum - R
Retribusi Jasa Usaha 1.447.025.000 1.324.050.000
Retribusi Perizinan Tertentu

Jumlah 1.447.025.000 1.324.050.000

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain PAD yang SathO per 31 Desembe2016 sebesdRp. Q-. Naik/turunsebesaRp.0- atau %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebgsd;.

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan yang SdtO per 31 Desembe2016 sebesdRp. 0; naik/turun sebesdRp. 0; atau
0,00% dibandingkan saldo per Blesember 2015 sebesBp. 0;

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen
pembayaran yang disahkan oleh penggungamag dan barang telah diterirBeebanper 31 Desemb&017
sebesaRp. 134.135.937.226,3Baik sebesaRp20.061.214.442,04ataul7,5%6 dibandhgkan saldo per 31
Desember 2016ebesaRp.114.074.722.784,29

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasionalper 31 Desember2017 sebesarRp. 134.135.937.226,33 naik sebesarRp.
20.061.214.442,04taul?7,5%0 dibandhgkan saldo per 31 Desember 2@8&besaRp.114.074.722.784,29

2017 2016
Beban Pegawai 24.374.391.762,00 23.454.836.128,00
Beban Barang & Jasa 103.839.648.028,17 86.572.553.967,50
Beban Penyusutan dan Amortisasi 5.921.897.436,16 4.047.332.688,79
Beban Lainnya - -
Jumlah 134.135.937.226,33 114.074.722.784,29

5.3.2.1.1. BebanPegawai
Beban Pegawaper 31 Desembe2017 sebesaiRp24.374.391.762 naik sebesaiRp919.555.634 atau
3,92% dibandingkanaldo per 31 Desemb2016sebesaRp.23.454.836.128

2017 2016
Beban Pegawai Tidak langsung 21.279.465.512 22.093.086.128
Beban Pegawai Langsung 3.094.926.250 1.361.750.000
Jumlah 24.374.391.762 23.454.836.128

5.3.2.1.2. BebanBarang dan Jasa
Beban Barang dan Jasper 31 Desember 2017 sebesar Rp.103.839.648.028,17naik sebesar
Rp.17.267.094.060,6&taul9,9%% dibandhgkan saldo per 31 Desember 2@&6esaRp.86.572.553.967,50
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Beban Persediaan
Beban Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Barang & Jasa Lainnya
Jumlah

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aspér 31 DesembeR017 sebesarRp5.921.897.436,16naik sebesar

2017

2016

12.881.859.914,00
18.558.626.426,17
11.374.671.528,00
59.470.990.160,00

1.553.500.000,00

12.334.174.845,00
18.656.248.770,50
7.902.531.207,00
46.602.649.145,00
1.076.950.000,00

103.839.648.028,17

86.572.553.967,50

Rp.1.874.564.747 ataud6,326 dibandngkan saldo per 31 Desember 2@besaRp4.047.332.688,79

Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat
Jumlah

2017 2016
5.921.897.436,16 2.935.082.670,79
0,00 0,00
0,00 1.112.250.018,00

5.921.897.436,16

4.047.332.688,79

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain
Beban LainLain per 31 Desembe2017 sebesaRp0,- naik/turun sebesaRpO,- atau % dibandhgkan
saldo per 31 Desember 204€besaRp. O; .

2017 2016
Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen 0,00 0,00
Beban Hibah Aset Tetap 0,00 0,00
Beban Penghapusan Aset 0,00 0,00
Beban Lain-lain 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional
5.3.3.1.  Surplus/Defisit PenjualanPelepasanAset Tetap Non Lancar

. Penerimaan _

. Harga Akumulasi _ Surplus/(Defisit)

No Jenis Aset Nilai Buku Pendapatan .
Perolehan Penyusutan Sesuai STS Penjualan Aset
1 2 3 4 5=3-4 6 7=6-5
1 3 - - - - -
2
jumlah

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5.4.1 Ekuitas Awal
Ekuitas awal tahun 2@lsebesar Rg9.007.091.144,06erasal dari:
a. Ekuitas Dana Lancar Tahun Z®¥ang terdiri dari Cadangan Persediaan sebesar Rp
13.666.870
b. Ekuitas dana investasi tahun 20¢&itu yang diivestasikan dalam Aset Tetapbesar
Rp.48.608.493.066,89
c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yaituekuitas beban dibayar dimuka sebesar
Rp.384.931.207,17
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5.4.2. Surplus / Defisit
Surplus / Defisit dari Laporan Operasional adatigfisit sebesar Rpl32.688.912.226,38ang
berasal dari :
1. Surplus /defisit LO sebesar Rp688.912.226,33yang berasal dari dnlah pendapatan
retribusi daerah sebesar R@47.025.000 dikurangi beban operasional sebesar
Rp.134.135.937.226,3%ng berasal dari :

1. Beban pegawai Rp. 24.374.391.762,0
2. Beban Persediaan Rp. 12.881.859.914,0(
3. Beban Jasa Rp. 18.558.626.426,1
4. Beban Pemeliharaan Rp. 11.374.671.528,0!
5. Beban Perjalanan dinas Rp. 59.470.990.160,0(
6. Beban Barang dan jasa lain Rp. 1.553.500.000,0(
7. Beban Penyusutan Rp. 5.921.897.436,1¢
8. Beban Penghapusan Aset Rp. 0,00

2. RK PPKD sebesar R.31.354.641.146,09ang berasal dari selisih antara Pendapatan Rp.
1.447.025000,00 dengan Belanja Rfp32.801.666.1460

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakah Kesalahan Mendasar sebesar R$81.040.769,25
yang merupakan koreksi / penyesuaian aset Tetapn 20Y yangterdiri dari :
- Penyesuaian Aset Tetap Rp.3%7.891.647,00
- PenyesuaiaPenyusutan Rp. 14.116.850.877,75
- Penyesuaian Aset Lainnya Rp. 172.10000
- Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya Rp. 172.100.000,00
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BAB VI
PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

a. Gambaran Umum.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 55 Tahun 206 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPsRCata administrasi
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya SekretaffRkD dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian yaitu :
1. Bagian Umum membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Rumahangga
c. Sub Bagian Perlengkapan
2. Bagian Keuangan membawahkan :
a. Sub BagiarRencana Program, Monitorifigan Evaluasi
b. Sub BagiarPerbendaharaan
c. Sub BagiarAkuntansi.
3. Bagian Persidangan, membawahkan:
a. Sub Bagian Rapat Dan Risalah
b. Sub Bagiarkelengkapan Dewan
c. SubBagian PerundangndangarDan Pengkajian
4. Bagian Humas, membawahkan:
a. Sub Bagian Publikasi
b. Sub Bagiarinformasi Dan Dokumentasi

c. Sub BagiarProtokol

b. Visi, Misi dan Tujuan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah sehargai uns
pel ayanan terhadap Dewan Per wa kMewupudkanSekketarat DPRDa e r a |
yang berkemampuan mendukung kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju DPRD
yang Aspiratif, Transparan dan Akuntabel 0
Adapun Misi Sekretaat DPRD dalam mendukung peran dan fungsi DPRD tersebut adalah :
Meningkatkan Kinerja dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Memfasilitasi secara admionistrasi dalam pelaksanaan tupoksi DPRD
Memfasilitasi kerjasama Anggota Dewd@ngan Stake Holder

Mendukung Fungsi Dewan dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif

® a0 T

Memfasilitasi administrasi keuangan secara Transparan dan Akuntabel dalam pelaksanaan tupoksi
DPRD.

Sesuai dengan misi tersebut di atas maka Sekretariat DPRD mempyjuga Meningkatkan
kemampuan sumber daya aparatur dan kelembagaan agar memiliki kemampuan jangka panjang untuk
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mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan dalama jergikek melaksanakan tugas dan
fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakaerah.

c. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Adapun gambar Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa

Tengah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

Data per-Tanggal 22.03,2018

SEKRETARIS DPRD

Drs. Ign. INDRA SURYA, M.Hum|
Pembina Utama Madya (I1V/d)
NIP. 19591006 198503 1 007

KELOMPOK
JABATAN

KABAG UMUM KABAG KEUANGAN KABAG HUMAS KABAG PERSIDANGAN
Drs, EDY ISWANTO WORDIBOEDISAEKTY, S S0k ANANTHA AJl WICAKSONO, SH RAIDUN, SH, M.Hum
Pembina (IV/a) Pembina Ti . kat 1 (1V/b) Pembina Tingkat I (Iv/b) Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19710831 199103 1 003 g NIP. 19601111 198503 1 021 NIP. 19610804 198303 1 003

NIP. 19671024 198803 2 007

KASUBBAG RENCANA
KASUBBAG TU DAN KASUBBAG RAPAT DAN
KEPEGAWAIAN PRDGRAM,E ‘blizrlﬂoklﬂﬁ DAN KASUBBAG PUBLIKASI RISALAH
IAST
KARNO, SH, MM KRISTINA LISTYOWATI, SH ANIF MAGHFIROH, SS, M.Si. HARNI SARWATI, SH, MH
Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (I1I/d) Penata Tingkat I (111/d) Pembina (IV/a)
NIP. 19670630 199203 1 003 NIP. 19601226 198503 2 005 NIP. 19730606 199303 2 003 NIP. 19630211 199303 2 005

DAN ALAT KELENGKAPAN
KASUBBAG RUMAH TANGGA KASUBBAG PERBENDAHARAAN DOKUMENTAST DEWAN
WIRANDIYO, SH SUGENG HERUMAWAN, SH Dra. SRI YULT ANDARI SUHARTO, SE, MM,
Penata Tingkat I (I11/d) Penata Tingkat I (111/d) Penata Tingkat 1 (11I/d) Pembina (IV/a)
NIP. 19640705 198802 1 003 NIP. 19620627 198609 1 001 NIP. 19610731 198912 2 001 NIP. 19630416 199102 1 002

:\:—-,“& W) Kd

KASUBBAG PERLENGKAPAN KASUBBAG AKUNTANSI KASUBBAG PROTOKOL DAY FERUNDANG.
LAMIDIN, SH, MH HRRAGUING RUSMAWATS NOVIANI, SH PAUJAN, SH,M.Hum
Pembina (1v/a) Pen’ublna’ (1v/a) Penata Tingkat 1 (111/d) Pembina (IV/a)
NIP, 19651110 199003 1 009 i o ) NIP. 19601115 199203 2 003 NIP. 19630118 198511 1 001
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BAB VII
PENUTUP

Demikian CatataratasLaporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2D yang merupakan cerminan yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tdhtun 20

Kami berharap sajian Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi bagpibiakk/ang

berkepentingan thadap istem pelaporan dan capaian kinerja sebagai pijakan dalam menentukan-langkah
langkah strategis untuk tahtimhun yang akan daxtg.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs.lan. INDRA SURYA, M.Hum
Pembina Utama Mady
NIP. 19591006 198503 1 007
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Lampirani Lampiran

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi

Data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017

Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2017.

Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2017.

Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2017.

o 0k w bR

Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CalLK

Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2017.
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